SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

5.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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8  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2006
Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/E);

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun
Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Madiun Nomor 5);
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14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013
Nomor 6/E);

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Madiun Nomor 39);

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2013 Nomor 6/E) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan angka 4 dan angka S5 Pasal 1 diubah, sehingga

Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota
Madiun.

S. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas
Perdagangan Kota Madiun.

6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL,
adalah pelaku usaha yang melakukan wusaha
perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan
prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan
dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta
yang bersifat sementara/tidak menetap.

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan
untuk melakukan penetapan, pemindahan,
penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan
memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika,
kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban,
kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan
masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha
terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan
berkembang baik kualitas maupun kuantitas

usahanya.
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9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha
PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik
Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.

10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan
peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah
daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU,
adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL
sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan
dan pengembangan wusaha PKL di lokasi yang
ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang izin usaha yang terjadi

serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan
pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a.

(2) Tahapan dalam  melakukan pendataan  PKL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:

a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
b. memetakan lokasi; dan

c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
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3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga

Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan
pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b.

(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersama
dengan Lurah.

(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk pengendalian PKL dan menjamin

kepastian hukum berusaha.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori

PKL yaitu:
a. PKL lama; dan
b. PKL baru.

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran

usaha kepada Dinas Perdagangan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum
pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
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(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan  permohonan  pendaftaran  untuk
berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Dinas Perdagangan  mendistribusikan  formulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Lurah.

(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Lurah.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Dinas Perdagangan melakukan pemeriksaan berkas
pendaftaran PKL.
(2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi

persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Walikota melalui Dinas Perdagangan melakukan

pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan

dan pemberdayaan PKL.
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. koordinasi dengan Gubernur;

b. pendataan PKL;

c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan
pemberdayaan PKL;

d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;

e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan
dan pemberdayaan PKL;

f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada
PKL;

g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha
dan masyarakat dalam penataan dan
pemberdayaan PKL; dan

h. monitoring dan evaluasi.

9. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan
dan pemberdayaan PKL.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 35
ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO
Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 20/D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
200-29/2018
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah
usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima. Potensi ini apabila
dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam
aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentunya juga harus
diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak

merugikan pihak lain.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima seringkali menimbulkan masalah
yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada
umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, bahkan
dibadan jalan, sehingga Lkeberadaaan mereka sangat mengganggu
ketentraman dan kenyamanan pengguna jalan dan bahkan dapat
menghambat lalu lintas. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan
bangunan tempat usahanya secara permanen yang sekaligus digunakan

untuk tempat tinggal.

Pedagang Kaki Lima ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan
pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari
pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan

hidupnya sehari-hari.

Berkaitan dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima tersebut,
Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima yang bertujuan sebagai berikut:

a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi

sesuai dengan peruntukannya;
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b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi
usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan

c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan
sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan

lingkungan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipandang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat

ini, sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 7
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 16
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 17
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 19
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 22
Cukup jelas
Angka 7
Pasal 23
Cukup jelas
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Angka 8
Pasal 41
Cukup jelas
Angka 9
Pasal 42
Cukup jelas
Angka 10
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 62
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